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Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum 

ABSTRAK: • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Kementerian Hukum. 

• Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945; 

UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024. 

• Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Hukum yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin Kementerian, Menteri 

dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, Wakil menteri 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kementerian mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas 

Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut; 1. perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, 

administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual; 2. pelaksanaan bimbingan teknis 

dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan 3. koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian. 

CATATAN: • Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2024. 

• Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 194); dan b. 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

• Lampiran file: 31 hlm 
 

 


